
BUPATI MUKOMUKO 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO 
NOMOR \4 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN 
KELANGKAAN PROFESI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUKOMUKO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 
ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 , serta untuk meningkatkan mutu 
pelayanan dan motivasi kerja dokter spesialis agar 
tercapai target kinerja yang optimal, maka dipandang 
perlu diatur tentang pemberian tambahan penghasilan 
berdasarkan Kelangkaan Profesi; 

Mengingat : 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
Berdasarkan Kelangkaan Profesi; 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur 
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 



Menetapkan : 

3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
TAMBAHAN PENGHASILAN 
KELANGKAAN PROFESI. 

BAB I 
KETENTU AN UMUM 

Pasal 1 

PEMBERIAN 
BERDASARKAN 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. 
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah 

yang berada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko. 
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko. 
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko. 
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri 

Sipil Kabupaten Mukomuko. 
8 . Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis yang bekerja di Lingkungan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko. 
9 . Tam bahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan 

kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mukomuko yang berprofesi sebagai 
Dokter Spesialis, yang bekerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Mukomuko diluar gaji dan tunjangan fungsional atau honor 
yang menjadi haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

10. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis, yang dalam 
mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka. 

11. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian 
kinerja, dalam hal ini adalah kepala Bagian Tata Usaha yang mempunyai 
tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. 

12. Pejabat penanggung jawab adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 
selaku pengguna anggran. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ini dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen 
dokter spesialis, dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang 
optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di 
Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko. 



BAB III 
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 3 

Tambahan penghasilan kepada dokter spesialis, diberikan berdasarkan 

kela ngkaa n profesi yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan 

kh usus dan langka. 

BABIV 
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 4 

Tambahan pengha silan dokter spesia lis, diberikan setiap bulannya dengan 

besaran Rp . 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko. 

Pasa l 5 

(1) Tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4, tidak diberikan a tau dihentikan pemberiannya sementara, apabila yang 

bersangku tan : 

a . sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar tanggungan 

negara; 
b . menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang 

bersangkutan tidak dapat hadir bekerja; 
c. dikenakan sanksi administratif dan pidana, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau 

d . sebab-sebab atau a1asan-a1asan lain menurut peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

(2) Tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 , dilakukan pemotongan, apabila yang bersangkutan : 

a . Satu hari Tanpa Keterangan (TK) dipotong sebesar 4 % (Empat per 

seratus) ; 
b . Satu hari Izin tidak masuk dipotong sebesar 3 % (Tiga per seratus); 

c. Satu hari Sakit tanpa pemberitahuan, dianggap TK dipotong sebesar 4 % 

(Empat per seratus); 

d . Satu hari Sakit dengan pemberitahuan , tetapi lebih dari 2 hari tanpa 

sura t keterangan dokter dianggap TK dipotong 4 % (Empat per seratus); 

e. Satu hari Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter (Maksimal 14 

hari ), kelebihannya dianggap izin dikurangi 3 % (tiga per seratus) ; 

f. Satu hari Seminar yang ditugaskan oleh direktur tidak dilakukan 

pemotongan . 
g. Seminar yang dilaksanakan sendiri atau organisasi dilakukan 

pemotongan 2 % (Dua per seratus) per hari; 



BAB V 
PENILAIAN KINERJA DAN TATA CARA 

PERMINTAAN PEMBAYARAN 

Pasal6 

Penilaian kinerja dan tata cara permintaan pembayaran dilaksanakan sebagai 
berikut: 

a. Pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan 
pembayaran untuk masa kerja dengan melampirkan daftar hadir dan 
perhitungan potongan/ pengurangan karena melakukan pelanggaran 
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); 

b. Pejabat penanggung jawab mengesahkan daftar permintaan pembayaran 
yang diusulkan oleh pejabat penilai sesuai dengan kewenangannya dan 
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran; dan 

c. Bendahara Pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran 
langsung (SPP-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

BAB VI 
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 7 

Penerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 4 
adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mukomuko yang berprofesi sebagai 
Dokter Spesialis menetap dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 8 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Mukomuko. 

BAB VII 
PENUTUP 

Pasal 9 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko 
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan 
Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku . 



Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku 
surut sejak tanggal 3 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko. 

Ditetapkan di Mukomuko 
Pad a tanggal j N · 201 7 

CHOIRUL HUDA 

Diundangkan di Mukomuko 
Pada tanggal 3 Mtl 201 7 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR _/_(f 



BUPATI MUKOMUKO 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATJ MUKOMUKO 
NOMOR 14 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN 
KELANGKAAN PROFESI 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATT MUKOMUKO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 
ayat (8) Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Taliu11 200G le11La11g Pe<lu1na.11 Pengelulaart Keuangcu t 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
2 1 Tahun 2011 , serta untuk meningkatkan mutu 
pelayanan dan motivasi kerja dokter spesialis agar 

Mengingat: 

.. .... _....,,... ___ ,: .., ...., _,.......,..., 1 _;,. _ _,..,..: ..... _.,... .. ._,...,, ..... _ .. ; _ ..... l _,...1 ,. ..... -1.:_..,,_..J..., __ 
Lc;J\.,Q.j.JQ.l LQ.Jl:,c;L J",. JJ Jc;J J Q. J CLl1!:, VJ.JLlll!CLJ, ll!Q.1\.Q. Ulj.JQ.!IUCLJ!!:, 

perlu diatur tentang pemberian tambahan penghasilan 
berdasarkan Kelangkaan Profesi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu m enetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
Berdasarkan Kelangkaan Profesi; 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Seluma dan Kaur 
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4355); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerint::i_h 8.n naer8h (1-':'mbaran Neean::i. Repuhlik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repub!ik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara RepubJjk Indonesia Nomor 
5679); 



Menetapkan : 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
clengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 201 1; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BU PAT! TENTANG 
TAMBAHAN PENG HASlLAN 
KELANGKAAN PROF'ESI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PEMBERIAN 
BERDASARKAN 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. 
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko. 
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah 

yang berada d ilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mukomuko. 
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 

Ruma h Sakit Umum Daerah Mukomuko. 
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko. 
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanju tnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri 

Sipil Kabupaten Mukomuko. 
8. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis yang bekerja di Lingkungan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko. 
9. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan 

kepada Pegawai Negeri S ipil Kabupaten Mukomuko yang berprofesi sebagai 
Dokter Spesialis, yang bekerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Mukomuko diluar gaji dan tunjangan fungsional atau honor 
yang menjadi haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

J 0. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis, yang dalam 
mengemban tu gas memiliki keterampilan khusus dan langka. 

11. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang m emberikan penilaian capaian 
kinerja, dalam h a! ini adalah kepala Bagian Tata Usaha yang mempunyai 
tu gas melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian. 

L2. Pejabat penanggung jawab adaiah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 
selaku pengguna anggran. 

BAB II 
iviAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan pernberian tarnbahan penghasilan ini daJam rangka 
meningkatkan kesejahteraan . produktivitas. profesionalitas dan komitmen 
dokter spesialis , dalam memberikan dan rneningkatkan kinerja pelayanan yang 
optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di 
Lingkungan Pernerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko. 



BABllI 
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 3 

Tam bahan penghasilan kepada dokter spesia lis, d iberikan berdasarkan 
kelangkaan profesi yang dalam mengem ban tu gas memiliki ketrarnp ilan 
khusus dan langka. 

BAB IV 
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 4 

Tam bahan penghasilan dokter spesialis, diberikan setiap bulannya dengan 
besaran Rp. 30.000 .000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko. 

Pasal 5 

( 1) Tambahan penghasilan dokter spesialis sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 
4, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara, apabila yang 
bersangkutan : 

a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar tanggungan 
n egara; 

b. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang 
bersangkutan tidak dapat hadir bekerja; 

c. d ikenakan sanksi administratif dan pidan a, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang ber laku; atau 

d. sebab-sebab atau alasan-alasan lain menurut peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

(2) Tam bahan pengh asilan dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4, di lakukan pemotongan , apabila yang bersangkutan : 

a. Satu hari Tanpa Keterangan (TK) dipotong sebesar 4 % (Empat per 
seratus); 

b. Satu hari fzin tidak masuk dipotong sebesar 3 % (Tiga per seratus); 
c. Satu hari Sakit tanpa pemberitahuan , dianggap TK dipotong sebesar 4 % 

(Em pat per seratus); 

d. Satu hari Sakit dengan pemberitahuan, tetapi lebih dari 2 hari tanpa 
s u rat keterangan dokter d ianggap TK dipotong 4 % (Empat per seratus); 

e. Satu hari Sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter (Maksimal 14 
hari ), kelebihannya d ianggap izin dikurangi 3 % (tiga per seratus}; 

f. Satu hari Seminar yang ditugaskan oleh d irektur tidak dilakukan 
pernotongan. 

g. Seminar yang dilaksanakan sendiri atau organisasi dilakukan 
pemotongan 2 % (Dua per seratus) per hari; 



BAB V 
PENILA1AN KINERJA DAN TATA CARA 

PERMINTAAN PEMBAYARAN 

Pasal 6 

Penila ian kinerja dan tata cara permintaan pembayaran dilaksanakan sebagai 
berikut: 

a. Pejabat penilai m embua t dan mena ndatangani daftar permintaan 
pembayaran untuk masa kerja dengan melampirka n daftar hadir da n 
perhitungan potongan/ pengurangan ka rena melakukan pela ngga ra n 
disiplin sebagaimana dimaksud dala m Pasal 5 ayat (2); 

b. Peja bat penanggung jawab mengesahkan daftar permintaan pembayara n 
yan g diusulkan oleh pejabat penilai sesuai dengan kewenangannya da n 
d isampaikan kepada Benda hara Pengeluaran; dan 

c. Benda hara Pengeluaran m engajukan surat permintaan pembayara n 
langsung (SPP-LS) sesuai denga n prosedur yang berlaku. 

BAB VI 
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 7 

Penerima ta mba han penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Ba b IV Pasal 4 
adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupa ten Mukomuko yang berprofesi sebagai 
Doktcr Spcsialis mcnctap dan ditctapkan dcngan Kcputusan Bupati. 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal8 

Segala biaya yang t imbul sebagai a kibat ditetapkannya Pera turan Bupati ini, 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Da erah Kabupa ten 
Mukomuko. 

BAB VII 
PENUTUP 

Pasal 9 

Dengan berlakunya Pera turan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko 
Nomor 26 Ta hun 20 15 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan 
Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Ka bupaten Mukomuko dicabut 
da n dinyatakan tidak berla ku. 



' ' 

Pasal 10 

Peratu ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangk an dan berlaku 
surut sej ak tanggal 3 Januari 20 17. 

Agar setiap orang men getahuinya, memerintahkan pengundangan dengan 
penempatanny a dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko. 

Dite tapkan di Mukomuko 
Pada tanggal .J \ JU'.'-- 20 17 

CHOIRUL HUDA 

Diundangkan di Mukomuko 
Pada tanggal ..3 tv'ttl 2017 

SERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR ./Y 



BUPATI MUKOMUKO 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO 
NOMOR \J TAHUN 2017 

TENTANG 

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO 

SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN 
BELAJAR KABUPATEN MUKOMUKO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUKOMUKO; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 
2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar 
Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis, Sanggar 
Kegiatan Belajar dialih fungsikan menjadi Satuan 
Pendidikan Non Forma l Sejenis yang ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Unit 
Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Satuan Pendidikan 
Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 
Mukomuko; 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 ten tang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor · 
4266); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Unda ng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaha n Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indones ia Ta hun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Nega ra Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa ka li , terakhir denga n Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta hun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Menetapkan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 

5. Peraturan Menteri Pendididkan dan Kebudayaan Nomor 
4 Tahun 2016 Ten tang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan 
Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
330); 

6. Peraturan Daerah Ka bu paten Mukomuko Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10); 

7. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 24 Tahun 2016 
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Mukomuko (Serita Daerah 
Tahun 2016 Nomor 24); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT 
PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 
MUKOMUKO MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON 
FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN 
MUKOMUKO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko. 

3. Bupati adalah Bupati Mukomuko. 

4 . Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko .. 

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko. 

6. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Mukomuko. 

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT a dalah unsur 
pelaksana tugas teknis pada Dinas. 

8. Kepala UPT a dalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas. 



9. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Satuan PNF 
adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan penclidikan 
nonformal. 

10. Kepala Satuan PNF adalah Kepala Satuan PNF yang merupakan jabatan 
non struktural. 

11 . Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 
pada keahlian dan atau k.etrampilan tertentu. 

BAB II 
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR 

MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN 
BELAJAR KABUPATEN MUKOMUKO 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini UPT Unit SKB dialih fungsikan sebagai Satuan 
PNF SKB. 

Pasal 3 

Satuan PNF SKB berhak: 
a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional; 
b. memperoleh akreditasi dari Sadan Akreditasi Nasional; 
c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat; 
d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/ atau uji 

kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan 

e. menerbitkan ijazah dan/ atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI,KEDUDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 

( 1) Susunan organisasi Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas : 
a. Kepala Satuan PNF; 
b. Urusan Tata Usaha; dan 
c . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Kepala Satuan PNF dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong Belajar yang 
diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF. 

(3) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan 
PNF. 

(4) Bagan Susunan Organisasi Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Bagian Kedua 
Kedudukan Togas dan Fungsi 

Pasal 5 

( 1) Satuan PNF Sanggar Kegiatan Bela jar merupakan unsur pelaksana 
kegiatan teknis penunjang tugas Dinas dalam bidang pendidikan non 
formal. 

(2) Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala 
Satuan PNF yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

Pasal 6 

Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas menyelenggarakan 
Program Pendidikan Nonformal. 

Pasal 7 

Satuan PNF Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi: 
a. penyelenggaraan program pendidikan nonformal; 
b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal; 
c. pelaksanaan pengabdian masyarakat bidang pendidikan nonformal; 
d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua 

peserta didik dan masyarakat; 
e. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan atau uji 

kompetensi program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan; 

f. menerbitkan ijazah dan atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai Standar 
Nasional Pendidikan; 

h. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UfYr Satuan PNF; dan 
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang 

tugas dan fungsinya. 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

Pejabat Struktural Kepala UfYr dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UfYr SKB 
beserta jajarannya yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
tetap melaksanakan tugas dan fungsi UfYr Sanggar Kegiatan Belajar sampai 
dilakukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini. 



. . ' 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati 1m, maka Peraturan Bupati 
Mukomuko Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana 
Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Mukomuko 
(Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 48) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Mukomuko. 

Ditetapkan di Mukomuko 
pada tanggal _---;e:;;r---::::,ny f L 201 7 

Diundangkan di Mukomuko 
pada tanggal 2.t; P>f'(ll L 201 7 

EKRETARIS DAERAH, 

SYAFKANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR.J? 


